
PIMPINAN DPRD KOTA MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

NoMoR : t@ e.z I t+79b /Kep-DPRD/ 1 1 12023

TENTANG

PERSE"IUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

KOTA MEDAN TAHUN 202I-2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN,

Menimbang a. bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Menengalr Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026 telah
ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan
Nomor 7 Tahun 2O2l tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2O2l -
2026;

b. bahwa Pemerintah Kota Medan telah menetapkan
Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Talrun 2022
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan
Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat
Daerah;

c. bahwa dengan ditetapkannya beberapa ketentuan di
tingkat pusat telah memberikan pengaruh terhadap
dokumen RPJMD Kota Medan, serta berimplikasi
terhadap pengelolaan keuangan serta penyelenggaraan
pemerintah daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, b, dal c, perlu menetapkan
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medal
tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan
Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota
Medan Nomor 7 Tahun 2O2l tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Medan Tahun 202l-2026;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahar
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O02 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2O03 tentang Keuangan
Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 42861 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2O2O tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2O2O tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Vints
Disease 2Ol9 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan menjadi Undang-Undang (l,embaran Negera
Repubtik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20O4 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OO7 tentaag Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725\ sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (lrmbaran Negara
Republik Indonesia Tah,an 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahan [,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa ka,li terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

5



-3-

6 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2O08 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalial dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 20 16 tentang
Perangkat Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan I-embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambaharr
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2O2O tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2O2O-2O24 (lrmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 10);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panj ang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Keda Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9O Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodelikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembalgunan dal Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11
Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008
Nomor 11);
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14. Peraturan .Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12
Tahun 2O08 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun
2OO5-2O25 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2008 Nomor 12);

15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-
2023 (\*mbaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun
2O19 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 50);

16. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 20O9
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
2006-2025 Kota Medan (l,embaran Daerah Kota Medan
Tahun 2OO9 Nomor 8);

17. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2O15
tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi
Kota Medan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kota
Medan Tahun 2015 Nomor 2);

18. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016
tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan
(Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Medan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016
tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan
(Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2O22 Nomor 8);

19. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Ta}:un 2022
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun
2022-2042 (lrmbaran Daerah Kota Medan Tahun 2022
Nomor 1);

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Medan
tanggal 31 Oktober 2O23;

2. Rapat Paripurna DPRD Kota Medan tentang Penyampaian
Laporan Panitia Khusus, Pendapat Fraksi-Fraksi DPRD
Kota Medan dan Penandatanganan/ Pengambilan
Keputusan DPRD Kota Medan sekaligus Persetujuan
Bersama DPRD Kota Medan dengan Kepala Daerah atas
Ranperda Kota Medan tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2O2l tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kota Medan Tahun 202l-2026 tanggal 14
November 2023;
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MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
MEDAN TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 7 TAHUN 202 1

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH (RPJMD) KOTA MEDAN TAHUN 2O2t-2O26.

KESATU Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7
Tahun 2O2l tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 202l-2026
menjadi Peraturan Daerah sebagaimana tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

KEDUA Daiam implementasi Peraturan Daerah ini, memperhatikan
Pendapat Seluruh Fraksi DPRD Kota Medan yang selanjutnya
ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal ( November 2O23

PIMPINAN DEW WAKILAN RAKYAT DAERAH
DAN

HASYIM, S.E.

Wakil Ketua, w Ketua, Ketua,

H. IHWAN RITONGA, S.E., M.M. H. RAJUDIN SAGALA, S.Pd.I. H . BAHRUMSYAH, S.H., M.H.

Tembusan :

1. Wali Kota Medan;
2. Ketua-ketua Fraksi DPRD Kota Medan.
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